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BAB 5

Pelaporan dan Pertanggungjawalban
Pengelolaan Keuangan Serta Barang

Milik Daerah pada UPTD

Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD
Frontline Service

Frontline Service dalam bentuk Puskesmas sebagal UPTD yang berada di bawah
OPD memiliki karakteristik tersendin dalam pengelolaan keuangannya. Dana
yang dikelola oleh UPTD Frontline Service sangat beragam, sedangkan OFD
hanya mengelola dana yang berasal dari APBD saja. Oleh karena itw,
pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis
(juknis) yang diberikan oleh tiap pemberi dana, sehingga bentuk dan format
pelaporannya juga bisa berbeda-beda, tergantung pemberi dananya.

Fokus pelaporan pengelolaan kewangan mash bersifat sektoral untuk memenuhi
kdmu)unpara panbcndu&mhmhnhmmmmumFmﬂdw

Service schagai pelap tum menjadi bagian

Unnuk menjembatand ketert dalam pel i s

pmg:lo]un keuangan tersebut, antara UP‘I‘Dmefmc Service dengan OPD yang
perlu dibuatkan format p keuangan antara, sehelum

diterapkan nwd:l peliporan keuangan yang mengao pada standar damtanst
Mode! pelaporan tersebut berupa Pelaporan Keuangan Terpadu,

Pelaporan Keuangan Terpadu

Laporan Keuangan Terpadu (LKT) adalsh laporan yang mencatat semua jenis
penerimaan dari berbagai sumber dana dan semua jenis pengeluaran yang
dilakukan. Selain itu, LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan
anggaran UPTD untuk melihat konsistensi antara apa yang direncanakan dan
dianggarkan dengan apa yang dibiayai oleh UPTD, Laporan Keuangan Terpadu

merupakan laporan kewangan konsolidasi UPTD yang jukkan seluruh
sumber dan pengeluaran kevangan UPTD secara komprehensif,
Laporan Keuangan Terpadu (LKT) menup Ish satu bagian penting dari Good

Governanee (tata kelola) UPTD. Akuntabilitas kguamg,m UP11) ml:n]:d: suatu
hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pemberian dana untuk UPTD-UPTD.

Paacoran an Pertanggunaieaban Keuangen 8 Baang wor
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BAB1

Tata Kelola Kelembagaan dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengantar

Reformasi Bidang Meuangan Negara ditandai dengan terbitnya paket tiga Undang.
Undang Bidang Keusngan Negara, yaitu Unding-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara telah
mempertegas definisi kevangan negara sehingga dapat menghindari perbedaan pendapat
tentang lingkup kewangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewafiban tersebut.

Keuangan negara harus dikelola secara tertih, ekonomis, efisien, efekef, transparan dan
bertanggung jawzb dengan mtmptr]nnhn rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan
keuangan negara harus T dan hasilkan output dan outcome
yang efektif sesuai dengan tujuan yang telsh ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-
orang yang kompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas
tata kelola yang baik.

Pengelolaan keuangan negara harus leuti k dan hasilkan eutput dan
outcome yang efektif m dmgzn tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola
ale! B g yang P ional disertai pedoman yang jelas sesuai

dengan azas-azas tata kelola y::qglmk_

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian yang lndak dapat dipisahkan dengan
Kevangan Negara juga dalam
pengelolaan keuangan daerah mﬂwlam: perubahan d.t.lam aspek:

1. Perubahan Kewenangan Daerah, dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas maka
pemerintah daerah lebih bebas untuk mengatur daerahnya sendirl.

2. Perubahan Prinsip Pengelolaan Anggaran. Perubahan Prinsip Anggaran Tradisional
menjadi Anggaran Berbasis Kinerja, Anggaran Terpadu, dan Anggaran dengan Kerangka
Pembangunan Jangka Menengah (KPIM).

3 I‘:rubxhan I’rlep I‘mgg\uuan I’inpmxn Perubahan p:ng;hun anhlnan.dart smm]a

" menjadi sekadar
diakui sehagai pendapatan melainkan sehagai utang yang muncul di neraca.

4, Perubahan Basls Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan. Perubahan tersebut dari basis
lkummlkn[mhm}mumm;akun:mn :knnlw«md ish

5. dbahan Strated hat by & untuk bi
pembangunan daerah, yait dengan adanya Dana Alnhs: L.nmm Dana Bagi Hasil,
dan Dana Alokasi Khusus. Perbedaan utama dengan kondisi sebelumnya adalah
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BAB 2

Perencanaan dan Penganggaran

Keuangan UPTD

Hubungan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
OPD dengan UPTD

Pemerintah Dacrah dalam upaya melaksanakan tugasnya diawali dengan
Mmenyusun perencanaan strategls, yaltu suatu proses yang berortentasi pada
hasil (capaian kinerja) yang ingin dicapal oleh organisasi (Pemda/OPD)
sesual kcwcnulgm selama kurun \u]:m tertentu secara sistermatis dan

gan dengan potensi, peluang, dan kendala
yangada atau yang mungkin mnbul
Perencanaan strategis ind bisa bersifat jangka panjang, menengah dan pendek. Pada

level Pemerintah Dacrah, dalam jangka panjang (20 tahun) dikenal dengan Rencana
Permbangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD). Dalam jangka menengah (5 tahun)
dikeral dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam
jangka pendek atau tahunan dikenal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDL
Untuk level OPD dikenal Rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun dan
Rencana Kerja (Renja OPD) untuk periode sty tahun. Selanfutnya berdasaskan pe-
rencanuan tersebut dibuatlah rencana anggaran, dar KUA, PPAS, RKA hingga APBD.
Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dacrah dapat di-
gambarkan sebagai berikut:

RENCANA KERJA

PEMDA (RKPT)

Sumber o dart Puemandaget 41
o Teth Core Parmpsmisai, Paripidetan, dan Ersion

PrEnCanARn G PRAgINGEATET KEangan

Gambar 2.1
Hubungan Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran



Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran UPTD




BAB 3

Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran UPTD

Pengertian dan Landasan Hukum Penyusunan RKA

Pengertian

APBD kan proses dacrah yang secara
konseptual urd:n atas budger policy i lasi kebijakan
dan budget op planning ional anggaran).

kebijakan umum AFBD unmsuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang
menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, Formulasi kebijakan
anggaran yang berkaftan dengan analisis fiskal, sedang perencanaan operasional
anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan.

REA ) jab dari program dan kegiatan yang
termuat dalam RPKD dan Renja SKPD. Sedangkan penyusunan anggaran
merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah
berdasarkan struktur APBD dm kode rekening. Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPAS) wggaran yang diberikan pada SKPD untuk
setiap program dan kegiatan, sehingga PPAS digunakan sehagai acuan besarnya
anggaran dalam penyusunan RKA

Landasan Hukum

Dalam rangka penyuwsunan RKA, terdapat beberapa landasan hukum yang
dijadikan dasas penyusunan RKA, diantaranya:

a. UL No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. UL No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¢ Peratuman Prmmnl&h Nomor 8 Tahun 1008 tentang Tahapan, Tm Cara
Jian dan Evaluasi Pel Rencana

Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daezah.

¢ Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo Ne. 21 tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendekatan Penyusunan RKA

L; REA mengunakan 3 (tiga) pendek yaitu pendek kerangka
} jangka h daerah, pendel terpaduy, dan
pendekatan penganggaran berdasar prestasi kerja.

Penyurunan Rencans K dan Anggansn UPTD a3
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BAB 4

Penatausahaan Keuangan UPTD

Penatausahaan Keuangan

Umum

Penatausahaan dana di UPTD k 1ak prosedur

kas dan | kas beserta dan

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama
penatausahaan keuangan UPTD, yaitu akeivitas penatausahaan penerimaan kas
dan aktivitas penatausahaan pengeluaran kas. Dalam aktivitas penatausahaan
pengeluaran kas juga terdapat kegiatan penerimaan, schingga seringhali
membingunglkan untuk mcmbodxkzn kedua aktivitas tersebut. Perbedaan d.m
kedua aktivitas ini terdapat pada jenis & dikelol serta yang dil
setelah kegiatan penerimaan dilakukan.

Pada aktivitas penatausahaan penerimaan kas, dana yang dikelola adalah pen-
dapatan UPTD (bukan bersumber dari pemerintah) seperti Retribusi Layanan
Keschatan Pukesmas dm sumbcr la:nnya yang sah. Setelah di!n tersehus dite-

rschut

rima UPTD, kemudian d i dengan e
ke Rekening Kas Daerah.

Pada aktivitas penatausahaan peng:luann leas, dana yang dikelola adalsh dana
kebutuhan belanja UPTD (b perti Dana € i
Umdarl[)lnuktu:hlun DmlBOKdml}amKlp"ml Setelah dana tersebut
diterima UPTD, d klanjuti dengan p P dana tersebut
untuk kegiatan UPTD,

Kaidah Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

‘Terdapat beberapa kaldah yang berlaku umum bagi seluruh unit instansi
dalam lola ket daerah, sebagai berikut:

a Kcuamn Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
efisien, ek ix, efektif, danb jawab de-

ngan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Pasal 3 (1) UL 17/2003)

b, Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewa
jthan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan
dalam APBD. (Pasal 3 (6) UU 17/2003)

c L flemt kerja p kat daerah ti-
dak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengclaul‘a.n (Pasal 16 (3)
UL 1/2004)

Pt ausanasn Keuangan UPTD ]
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Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Serta
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